
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR X* TAHUN 2O2I

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDII(AN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDII(AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
nasional pada bidang Pendidikan guna terwujudnya nilai -
nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani,
tanggung jawab dan adil perlu dil,akukan kegiatan
penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada Satuan
Pendidikan;

b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang
berintegras dan bermoral anti korupsi diperlukan
implementasi pendidikan anti korupsi di satuan perrdidikan
di Kabupaten Barito Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu men-etapkan peraturan
Bupati tentang penyelenggr.iu.u.n p.r;iJik"i-e"ti Korupsi
pada Satuan Pendidikan;

undang - undang Nomor 27 Ta]rrun lgsg tentang penetapan
Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun tgSS tentLng
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Karimantai
( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai
undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor TS, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3BS1);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun lggg tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Tggg Nomor l4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3BZ4)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
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20 Tahun 2OOl tentang Perubahan Atas Undang-Undan.g
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr.ln
2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republ;ik
Indonesia Nomor ai50);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negar-a
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor IAT , Tambaha n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425t))
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang -
Undang Nomor 19 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua
Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2oo2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negar-a
Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor !gT, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO$;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOS tentang Sistern
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indones,ia
tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negar-a
Republik Indonesia Nomor a3O1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OLg tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesiia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OlT tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor lT Tahun 201 5
tentang Organisasi Kemasya rakatan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O\T
Nomsr 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6O8a);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sip,il
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indones;ia
Nomor 5a9a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentarrg
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teral,rhir dengan Undang-Undang Nomor g
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;

9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara,n
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oor tentanLg
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor
l24,Talrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nombr
a76e);

Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2AA8 bntang Gurrr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun ZOLT tentang Perubahan Atars
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor
LAT,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6058); '

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentanLg
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AlO Nomor 2A,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor ll2,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Peuterintah Nomor 57 Tahun 2O2l tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republi k
Indonesia Tahun 2O2L Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676 ); :

Peraturan Pfeside- ' Nomor -:87 Tahun 2OL7 tentang
Penguatan Pendidikan lfurat<ter (L,embaran Negara RepuH{f
Indonesia Tahun 20rI 7-'Nomor 198);

....
Perafuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79
Tahun 2014r'tentang Muataq Lokal Kurikulum 2013 {Berita
Negara Republik fadoaesia Tahun 2OL4 Nomor ll72l;

L6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 3
Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor IA74; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pemberrtukas Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
l2A Talrun 2A78 tentang Perubahan Atas Peraturan Mente.ri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukein
Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A18 Nomor L57 | ;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Padla
Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahr.rn 2018 Nomor 7&2\',

17.

18.



-4-

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor s rahun
2al6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupate,n
Barito Selatan Tahun 2OL6 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor z rahun
2O2O tentang Pembentukan Produk Hukum Daera_h
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OZ,,O
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 7 ;

MEMUTUSI(AN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEIVYELENGGARAAN PENDIDIKSN
ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

rBrBNfi#f;NIuMUM
Bagian Kesatu

Delinisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara PemerintaLran
Daerah -Yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjradi
kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidik4n Kabupaten Barito Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara €tktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiribual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, se'rta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyaraka! bangsa dan Negara.

satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, melipruti
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan
Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).

Muatan lokal adaiah bahan kajian atau mata peiajaran pada satuan pendidikan
yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan
lokal.

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, pada tingkat satuan
pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yerng
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraErn pendidikan.
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Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan
tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan
kemampuan yang akan dikembangkan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedorrian
penyelenggaraa.n pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualilikasi sebagai guru, konselor,
pamong belqiar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan
kekhususarnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. -
Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat ?K adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal y€ing
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk saturan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjarng
pendidikan dasar. i

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umlrn
pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SO, MI, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil beldar yang diakui sama atau setara SD

Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan
pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat
yang ditentukan

Pembelajararl adalah proses interaksi',Piserta Didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. - 

,

Nilai-nilai karakter adalah sikap,dan perilaku yang didasarkan pada norma dan
nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek
personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
Pendidikan Anti Korupsi adateh pendidikan yang dilaksanakan di Kabuparten
Barito Selatan yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya
bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasai 2

(U Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan
adalah untuk membentuk Peserta didik yang beriman, jujur, peduii, manrlliri,
disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab, dan adif serta mampu
beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti
luhur

(21 Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi berfujuan:
a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yaing

Maha Esa;
b. sebagai pdoman bagi Dinas untuk meu.ujudkan maqyarakat yang cerdas

serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
c. sebagai pedoman bagr guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan

yang merupakan bagtan tidak terpisah dari proses pembelajaran tertradap
Peserta Didik di Sekolah. :
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d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, pediuli
dan peka terhadap Peserta Didik di Sekolah;

e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap clan
perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan runrah
dan lingkungan tempat tinggalnya;

f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara gurlr dan orang t.ua
peserta didik dalam menujudkan cita-cita pendidikan dalam arti ff;ng
seluas*luasnya; dan

g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan
Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter yang b,aik
bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
b. Penghargaan;
c. Pembinaan dan pengawasan;
d. Pembiayaan; dan
e. Sanksi.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata
pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penega,:'an
mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

(1) Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi Nilai dan Perilaku l:i.nti
Korupsi sebagai berikut:

a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
3. menunjukan contoh kasus periiaku korupsi yang diketahui di rumah,

satuan pendidikan, dan masyarakat; dan
4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur

korupsi yang pernah dilakukan siswa.

b. berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidur:an
sehari-hari :

1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnjai
2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
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3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
4. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakul<an

sesuatu.

c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
1. menolak suatu pemberian yang tidak sesuai haknya; dan
2. tidak pernah mernberikan kepada orafig lain sesuatu yang bukan

menjadi haknya.

d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
2. tidak pernah membenkan kepada orang lain sesuatu yang bukan

menjadi haknya.

e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari penlaku korupsi daiam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara; :

1- mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya
perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

2. mampu mengidentifrkasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku koru.ipsi
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan

3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi;
1. bangga terhadap perilaku Anti Korupsi; dan
2. anti terhadap perilaku korupsi.

g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga rlan
masyarakat;
1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan rrntuk menghindari peril.aku

korupsi;
2. menunjukan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

(2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran
dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKc)/Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Ke4'a Kepala Sekolah (KSS).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

a. satuan pendidikan;
b. tenaga pendidik; dan
c. peserta didik.
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Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan

a. Wnyafipaian Komitmen Anti Korupsi dalam llpacara dilaksanakan dengan ca.ra
membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upaca.ra
baik Upacara Hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada
hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudiian
diikuti oleh semua peserta upacara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;

b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara
sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserti Aiait dapat mengel,ola
keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, traniparan, dan penuh tanggung:i*.U;

c. pengaduan Pos. X3frlanS3n dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat
penampungan benda-benda yang ditemukan oleh I setiap warga satuan
pendidikan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap s,esrratrr benda yang
ditemukan dan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
1. warga satuan pendidikan 'y-ang merasa kehilangan sesuatu setiap saat b,isa

datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
2- pengambilan barang yang hilang di"*rtai dengan menyebutkan identitas dliri,

ciri*cin barang, warrra. baiang"at n he:ahlk barang.
:. i,.

d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaanlP,endidikan Anti Korupsi, antara lain
dunia usaha, organisasi Masyarakat, dan instansi terkait; dan

e. kegiatan lain yang dilaksanakan., oleh:. satuan pendidikan dalam rangka
mendukung pendidikan anti korupsi.

.mHr.;;r,ffi,
Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cu,ra
sebagai berikut
a. dibuat dalam rnodul kegiatan pembelaj aran anti korupsi sebaga i bahan ajar

ataupun pelengkap Rencana pelaksanaan pembelajaran (Rpp);

b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan
Perilaku Anti Korupsi; ;

c. memflasilitasi Peserta Didik mengenai Nilai dan perilaku anti korupsi pada awal
kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta Didik
rrntuk bertindak s,estrai dengan salah sattr atatr se.hrruh Nilal da3 perilalm Anti
Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan

d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga pendidik:
1- merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah/atau tidak terlihat

sel,ama kegiatan pernbetajarall berlangsung; dan
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2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengqan

cara menjelaskan hal-hallkarakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat
dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Bagian Kelima
Peserta didik

Pasal 9

Peserta didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB III
PENGHARGAAN

Pasal 1O

(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan l.\nti
Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dapat memberikan
penghargaan.

(2) Tata cara pembenan penghargaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan tebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

. BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati
melalui Kepala Dinas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan ora"ng

tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekotah dan Dewan Pendidikan.

(3) Pengawasan Penyelenggaraa.n Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala
Dinas melaiui Pen gawas / Penilik Satuan Pendidikan.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan
sekali atau sewaktu - waktu jika diperlukan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan sumber
lain yang sah serta tidak mengikat.
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BAB VI
SANKSI
Pasal 18

ytrtg tidak melaksanakan peraturan Bupati
berupa teguran lisan dan/atau teguran terfulis.

BAB VII
KETENTUAN T,AIN-I^EIN

Pasal 14

Integrasi Penyelenggaraarl Pendidikan Anti Korupsi pada semua matapelqiaran dankegiatan pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Barito selatan sebagaim*na
dimaksud da:lam Pasal 5 ditaksenakan $ecara *rt**p paling larna 6 {enam) bu}an
sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

KETEnIT?fiITINUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diuadangt<an.
Agar setiap orang mengetahuinya, memeriatahkan pengundar-rgan peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam E€rita Daerah Kabupaten Barito S"il;.

202 1

Diundangkan di Buntok
pada tanggal i .*.e:i 2021

Ditetapkan di Buntok

kE-Ed

w
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SEI,ATAN TAHUN 2O2T NOMOR ..]S..

Rectangle

Stamp

Rectangle

Stamp

Stamp
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LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BARITO SELA?ANNOMOR iS TAHUN ZAZT
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI PADA SARANA PENDIDIKAN

NASKAH KOMITMEN ANTI KORUPSI

1. Seaantiasa menjunjung tinggr Moral dan Etjka.
2" Mengedepankan Kejujuran dalam setiap kata dan tindakan.
3- Menjunjung tinggi Nilai-nilai anti Korupsi dalam penyerenggaraan

pada Satuan pendidikan.

4' Akan melawan dan meraporkan setiap pelaku Koruptif yffiigteq.adi
Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

5' Menjadi generasi professional yang bermoral dan bermartabat, demi
mengedepankan kepentingan Baagsa dan Negara

BARITO SELATAI{,
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pada Safi*an
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